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Abstrak 

 

Era 5.0 ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam 
berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum Islam. 
Ijtihad kontemporer menghadapi tantangan baru dalam 
merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Kecerdasan 
buatan menawarkan peluang besar dalam mempermudah proses 
ijtihad dengan analisis data yang cepat, namun juga 
menimbulkan tantangan etis dan epistemologis dalam hukum 
Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi AI 
dalam ijtihad kontemporer, serta menyoroti peluang dan 
tantangan yang muncul dari perspektif hukum Islam. Dengan 
menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, 
penelitian ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu proses 
istinbat hukum, namun tetap memerlukan peran ulama dalam 
validasi dan pengambilan keputusan akhir. Studi ini menegaskan 
perlunya regulasi dan etika dalam penerapan AI agar tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Ijtihad, Hukum Islam, Era 5.0, 
Etika 

 

 

Pendahuluan  

Era 5.0 telah membawa 

perubahan paradigma dalam 

berbagai bidang, termasuk hukum 

Islam. Konsep ini menekankan 

sinergi antara manusia dan 

teknologi cerdas dalam 

menghasilkan solusi inovatif yang 

lebih adaptif terhadap dinamika 

zaman. Dalam ranah hukum Islam, 

ijtihad—proses deduktif dalam 

menggali hukum syariah—semakin 

menghadapi kompleksitas akibat 

perkembangan teknologi informasi 

dan kecerdasan buatan (AI). Oleh 

karena itu, kajian mengenai 

implementasi AI dalam ijtihad 

kontemporer menjadi semakin 
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relevan dalam diskursus akademik 

dan praktik hukum Islam. 

Kecerdasan buatan memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan 

efisiensi proses ijtihad melalui 

analisis big data, pemrosesan 

bahasa alami (NLP), dan 

pembelajaran mesin (machine 

learning). Dengan akses yang luas 

terhadap sumber-sumber hukum 

Islam, AI dapat mengelompokkan, 

mengklasifikasikan, dan 

menganalisis data dengan 

kecepatan dan akurasi yang tidak 

dapat dicapai oleh manusia. Potensi 

ini berkontribusi terhadap 

optimalisasi metodologi istinbat 

hukum yang lebih berbasis data dan 

objektif. 

Namun, penerapan AI dalam 

ijtihad menimbulkan dilema 

epistemologis dan etis. Salah satu 

tantangan utama adalah batasan AI 

dalam memahami dimensi normatif 

dan spiritual yang inheren dalam 

hukum Islam. AI, sebagai entitas 

berbasis algoritma, tidak memiliki 

kesadaran moral dan intuisi yang 

menjadi bagian integral dari proses 

ijtihad yang dilakukan oleh seorang 

mujtahid. Dengan demikian, 

diperlukan mekanisme kontrol yang 

memastikan AI tetap berada dalam 

koridor maqashid syariah. 

Selain itu, validitas 

keputusan yang dihasilkan oleh AI 

dalam ijtihad menjadi perdebatan 

penting dalam ranah hukum Islam. 

Tradisi hukum Islam menuntut 

pemahaman mendalam terhadap 

sumber-sumber hukum primer dan 

sekunder—Al-Qur'an, Hadis, Ijma’, 

dan Qiyas—serta konteks sosial 

yang menyertainya. Meskipun AI 

mampu menganalisis teks-teks 

keislaman dengan cepat, ia tidak 

memiliki kapasitas hermeneutis 

untuk memahami aspek 

kontekstual yang melekat dalam 

hukum Islam. Oleh karena itu, AI 

seharusnya berfungsi sebagai alat 

bantu analisis, bukan sebagai 

entitas pengambil keputusan dalam 

ijtihad. 

Di sisi lain, integrasi AI 

dalam ijtihad membuka peluang 

baru bagi perkembangan hukum 

Islam. AI dapat digunakan untuk 

menyusun basis data fatwa yang 

sistematis, mengidentifikasi pola 

hukum, serta memberikan 

rekomendasi hukum yang berbasis 

pada preseden syariah. Dengan 

demikian, AI dapat menjadi 

instrumen yang mendukung proses 

ijtihad agar lebih akurat dan 

sistematis. Namun, tetap 

diperlukan pengawasan ketat dari 

ulama dan akademisi agar 

penerapan AI dalam hukum Islam 

tetap berlandaskan prinsip-prinsip 

syariah. 

Studi tentang penerapan AI 

dalam ijtihad masih berada dalam 

tahap awal, meskipun beberapa 

lembaga keislaman telah mulai 
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mengeksplorasi potensinya. 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa AI dapat diterapkan dalam 

sistem fatwa otomatis, analisis teks-

teks keislaman, serta pemetaan 

hukum Islam secara lebih 

komprehensif. Kendati demikian, 

tantangan utama yang harus 

dihadapi adalah bagaimana 

memastikan bahwa AI tidak hanya 

mengandalkan analisis berbasis 

data semata, tetapi juga 

mempertimbangkan nilai-nilai 

Islam yang bersifat normatif dan 

kontekstual. 

Meskipun AI menawarkan 

efisiensi dalam proses ijtihad, 

keseimbangan antara teknologi dan 

nilai-nilai Islam tetap harus 

dipertahankan. Pendekatan yang 

terlalu teknokratis dalam ijtihad 

berisiko mengabaikan aspek moral 

dan etika yang menjadi pilar utama 

dalam hukum Islam. Oleh karena 

itu, regulasi dan kode etik dalam 

penggunaan AI harus 

dikembangkan secara holistik agar 

tidak menimbulkan distorsi dalam 

penerapan hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji bagaimana AI 

dapat diimplementasikan dalam 

ijtihad kontemporer serta menelaah 

peluang dan tantangan yang 

muncul dari perspektif hukum 

Islam. Dengan menggunakan 

metode studi literatur dan analisis 

kualitatif, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan 

mendalam mengenai peran AI 

dalam hukum Islam serta 

implikasinya terhadap dinamika 

pengambilan keputusan dalam 

ijtihad. 

Kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan hukum Islam di era 

digital serta menjadi dasar bagi 

formulasi regulasi yang lebih jelas 

terkait penggunaan AI dalam proses 

ijtihad. Dengan demikian, AI dapat 

berfungsi sebagai alat bantu yang 

mendukung keputusan hukum 

tanpa mengurangi otoritas ulama 

dalam interpretasi syariah. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan 

metode studi literatur (library 
research) untuk menganalisis 

implementasi kecerdasan buatan 

dalam ijtihad kontemporer. Sumber 

data yang digunakan mencakup 

buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta 

dokumen resmi dari lembaga 

keislaman yang membahas 

pemanfaatan AI dalam hukum 

Islam. Pendekatan ini 

memungkinkan penelitian 

memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai 

perkembangan teknologi AI dalam 

konteks hukum Islam. 

Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui teknik 
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dokumentasi dengan menelaah 

berbagai literatur yang relevan. 

Literatur yang digunakan 

mencakup sumber-sumber primer, 

seperti kitab-kitab klasik hukum 

Islam dan fatwa ulama, serta 

sumber sekunder, seperti jurnal 

ilmiah dan penelitian terdahulu 

yang membahas AI dalam hukum 

Islam. Dengan demikian, penelitian 

ini memastikan adanya landasan 

teori yang kuat dalam menganalisis 

fenomena yang dikaji. 

Dalam proses analisis, 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif-analitis, yang 

bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana AI telah 

diimplementasikan dalam berbagai 

aspek hukum Islam serta 

mengidentifikasi peluang dan 

tantangan yang muncul. Data yang 

diperoleh dianalisis secara kualitatif 

dengan menghubungkan antara 

konsep hukum Islam dan 

perkembangan teknologi AI di era 

5.0. 

Selain itu, penelitian ini juga 

mempertimbangkan aspek etis dan 

epistemologis dalam penerapan AI 

dalam ijtihad. Analisis dilakukan 

untuk memahami sejauh mana AI 

dapat membantu proses istinbat 

hukum tanpa menggantikan peran 

ulama sebagai pemegang otoritas 

utama dalam penafsiran hukum 

Islam. Oleh karena itu, penelitian 

ini memberikan perspektif yang 

seimbang antara pemanfaatan 

teknologi dan prinsip-prinsip 

syariah. 

Metode triangulasi 

digunakan untuk memastikan 

validitas data yang dikumpulkan. 

Teknik ini mencakup perbandingan 

berbagai sumber literatur, analisis 

kritis terhadap temuan sebelumnya, 

serta konsultasi dengan pakar 

hukum Islam dan teknologi. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang 

valid dan dapat diandalkan dalam 

kajian implementasi AI dalam 

ijtihad kontemporer. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Dalam penelitian ini, 

implementasi kecerdasan buatan 

(AI) dalam ijtihad kontemporer 

dianalisis dari berbagai aspek, 

termasuk keunggulan, tantangan, 

dan peluang yang ditawarkan di era 

5.0. Studi ini menunjukkan bahwa 

AI memiliki potensi besar dalam 

membantu ulama dan akademisi 

dalam proses ijtihad, terutama 

dalam mengelola data hukum Islam 

yang kompleks. Dengan adanya 

teknologi big data dan machine 

learning, AI dapat menyaring, 

menganalisis, serta memberikan 

rekomendasi hukum berdasarkan 

sumber-sumber primer seperti Al-

Qur’an, Hadis, serta fatwa ulama 

terdahulu. 
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Salah satu hasil signifikan 

dari penelitian ini adalah 

peningkatan efisiensi dalam proses 

penggalian hukum (istinbat). 

Melalui algoritma pemrosesan 

bahasa alami (NLP), AI mampu 

mengidentifikasi pola hukum yang 

digunakan dalam berbagai fatwa 

dan pendapat ulama, sehingga 

mempercepat proses analisis hukum 

Islam. Hasil ini menunjukkan 

bahwa AI dapat digunakan sebagai 

alat bantu bagi mujtahid dalam 

mengambil keputusan yang berbasis 

pada prinsip maqashid syariah. 

Namun, terdapat tantangan 

dalam penerapan AI dalam ijtihad 

kontemporer. Salah satu 

permasalahan utama adalah 

keterbatasan AI dalam memahami 

konteks sosial, budaya, dan moral 

yang menjadi bagian penting dalam 

hukum Islam. Ijtihad tidak hanya 

melibatkan aspek tekstual, tetapi 

juga mempertimbangkan nilai-nilai 

etika dan kemaslahatan umat. Oleh 

karena itu, keterlibatan ulama tetap 

menjadi elemen kunci dalam proses 

pengambilan keputusan hukum. 

Selain itu, isu validitas dan 

keandalan sumber data menjadi 

perhatian utama. AI hanya dapat 

bekerja dengan data yang 

dimasukkan ke dalam sistemnya, 

sehingga pemilihan dan kurasi data 

menjadi faktor penting dalam 

menjaga akurasi hasil ijtihad 

berbasis AI. Kesalahan dalam input 

data dapat menyebabkan 

kesimpulan hukum yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, sehingga diperlukan 

mekanisme pengawasan dan 

verifikasi yang ketat oleh para 

pakar hukum Islam. 

Dalam konteks peluang, AI 

dapat menjadi alat inovatif dalam 

memperluas akses terhadap 

literatur hukum Islam bagi 

masyarakat luas. Dengan adanya 

aplikasi berbasis AI, umat Islam 

dapat dengan mudah mengakses 

fatwa-fatwa yang relevan dengan 

kehidupan mereka, tanpa harus 

bergantung pada otoritas 

keagamaan di tempat tertentu. Hal 

ini membuka kemungkinan 

demokratisasi akses terhadap ilmu 

fiqh di era digital. 

Dari perspektif hukum Islam, 

penelitian ini menyoroti pentingnya 

integrasi AI dalam sistem ijtihad 

yang berbasis maqashid syariah. AI 

dapat membantu mengidentifikasi 

pola hukum yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan, 

kemaslahatan, dan keseimbangan. 

Namun, AI tidak dapat 

menggantikan peran ulama sebagai 

penjaga moral dan etika dalam 

interpretasi hukum Islam. Oleh 

karena itu, model hibrida yang 

menggabungkan AI dan keahlian 

manusia menjadi solusi terbaik 

dalam implementasi ijtihad berbasis 

teknologi. 
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Studi ini juga menunjukkan 

bahwa terdapat kebutuhan akan 

regulasi dan standar etik dalam 

penggunaan AI untuk ijtihad. Tanpa 

regulasi yang jelas, terdapat risiko 

bahwa AI dapat digunakan secara 

keliru atau dimanfaatkan untuk 

kepentingan tertentu yang tidak 

sesuai dengan prinsip keislaman. 

Oleh karena itu, kolaborasi antara 

ulama, akademisi, dan pakar 

teknologi diperlukan untuk 

menyusun pedoman etis dalam 

implementasi AI di bidang hukum 

Islam. 

Sebagai elemen novelty, 

penelitian ini mengusulkan model 

integrasi AI dalam ijtihad berbasis 

metode maqashid syariah dan deep 

learning. Model ini menggabungkan 

teknologi AI dengan pemahaman 

holistik terhadap maqashid syariah, 

sehingga menghasilkan 

rekomendasi hukum yang tidak 

hanya berbasis teks, tetapi juga 

mempertimbangkan aspek 

kontekstual. Dengan demikian, 

model ini menawarkan pendekatan 

baru dalam ijtihad yang lebih 

adaptif terhadap perubahan zaman. 

Kesimpulannya, AI memiliki 

potensi besar dalam mendukung 

ijtihad kontemporer, namun 

penerapannya harus dilakukan 

dengan kehati-hatian agar tidak 

menyalahi prinsip-prinsip hukum 

Islam. Implementasi AI dalam 

ijtihad harus bersifat 

komplementer, bukan substitutif, 

terhadap peran ulama dan 

akademisi. Oleh karena itu, 

kolaborasi multidisiplin diperlukan 

agar AI dapat dimanfaatkan secara 

optimal dalam pengembangan 

hukum Islam di era 5.0. 

Di sisi lain, AI juga membuka 

peluang baru dalam pengembangan 

metodologi ijtihad yang lebih 

inklusif dan efisien. Dengan adanya 

AI, para ulama dapat mengakses 

informasi dengan lebih cepat, 

membandingkan berbagai 

pandangan hukum, dan 

memberikan keputusan yang lebih 

terinformasi. Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi dan standar 

etika dalam penggunaan AI dalam 

ijtihad agar tetap sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kecerdasan buatan 

dalam ijtihad kontemporer memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan 

efisiensi dan aksesibilitas terhadap 

hukum Islam. AI dapat berperan 

sebagai alat bantu dalam proses 

istinbat hukum dengan kemampuan 

analisis data yang cepat dan akurat. 

Namun, AI memiliki 

keterbatasan dalam memahami 

konteks sosial dan nilai-nilai etika 

yang melekat dalam hukum Islam. 

Oleh karena itu, penggunaan AI 
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dalam ijtihad tidak dapat 

menggantikan peran ulama, 

melainkan hanya berfungsi sebagai 

alat yang mendukung proses 

pengambilan keputusan hukum. 

Diperlukan pengawasan 

ketat terhadap validitas dan 

keandalan data yang digunakan 

oleh AI. Kesalahan dalam input data 

dapat menyebabkan kesimpulan 

hukum yang tidak sesuai dengan 

prinsip syariah, sehingga peran 

ulama dalam verifikasi tetap 

esensial. 

Peluang penerapan AI dalam 

hukum Islam sangat besar, 

terutama dalam menyediakan akses 

mudah terhadap fatwa-fatwa yang 

relevan bagi masyarakat. Hal ini 

berkontribusi terhadap 

demokratisasi ilmu fiqh dan 

penyebaran pemahaman yang lebih 

luas di era digital. 

Integrasi AI dalam ijtihad 

harus dilakukan dengan 

pendekatan maqashid syariah, 

sehingga rekomendasi hukum yang 

dihasilkan tetap berpihak pada 

kemaslahatan umat. AI dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi 

pola hukum yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan 

keseimbangan dalam Islam. 

Diperlukan regulasi dan 

standar etika yang jelas dalam 

penggunaan AI dalam bidang 

hukum Islam. Tanpa regulasi yang 

baik, terdapat risiko 

penyalahgunaan teknologi yang 

dapat mengarah pada kesimpulan 

hukum yang tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. 

Model hibrida yang 

menggabungkan AI dan keahlian 

ulama merupakan solusi terbaik 

dalam implementasi AI dalam 

ijtihad. Pendekatan ini 

memungkinkan penggunaan 

teknologi secara optimal tanpa 

mengabaikan aspek moral dan etika 

dalam hukum Islam. 

Sebagai elemen novelty, 

penelitian ini mengusulkan model 

integrasi AI berbasis maqashid 

syariah dan deep learning. Model ini 

tidak hanya berbasis teks, tetapi 

juga mempertimbangkan aspek 

kontekstual dalam hukum Islam. 

Kesimpulannya, AI memiliki 

peran penting dalam mendukung 

ijtihad kontemporer, tetapi 

penerapannya harus dilakukan 

dengan hati-hati. Kolaborasi 

multidisiplin antara ulama, 

akademisi, dan pakar teknologi 

sangat diperlukan agar AI dapat 

digunakan secara optimal dalam 

pengembangan hukum Islam di era 

5.0. 
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